
     

  

 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROPINSI JAWA TENGAH  

 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

                                             NOMOR  87 TAHUN 2019    

 TENTANG  

 TATA CARA PENGHITUNGAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  

PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2020 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

BUPATI SUKOHARJO,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran 
pelaksanaan kegiatan serta pengendalian pengeluaran 

anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu diatur batas jumlah uang persediaan pada 
Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 

2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

penghitungan batas jumlah Uang Persediaan ditetapkan 
dengan Peraturan  Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penghitungan Batas Jumlah Uang 

Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan           
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



     

  

Indonesia Nomor 4355);   

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang         Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

 

 



     

  

 

 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
172);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
236); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2019 Nomor  8);  

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2019 Nomor 81);   

MEMUTUSKAN  :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN 
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT 

DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020. 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah yang selanjtunya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah.  



     

  

6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.  

 

 
 

BAB II 
BATAS UP 

 

Pasal 2  
  

(1) Penetapan batas jumlah UP pada PD Tahun Anggaran 2020 

dirumuskan sebagai berikut :  

  

 
UP = PBL – PBL dibayar SPP LS 

12  

 

  

Keterangan     :  

UP : Uang Persediaan 
PBL : Pagu Belanja Langsung 

PBL dibayar SPP LS : Pagu Belanja Langsung yang dibayar 
dengan Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung  
 

(2) Dalam hal batas jumlah UP yang telah dirumuskan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Rp. 
10.000.000,00, maka besaran UP ditetapkan sejumlah 

Rp.10.000.000,- 

 

(3) Batasan jumlah UP pada PD di ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

   

 
                               Pasal 3 

                                  

Pengajuan besaran UP pada tiap PD tidak diperbolehkan 
melebihi batas jumlah UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3).  
 

 

BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN UP 
 

Pasal 4 

  
Kepala PD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh 

atas penggunaan UP sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 
dan berdasarkan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat 

sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.  

 

 
 



     

  

 
 
 

 
 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  
 

  Pasal 5  
  

Peraturan  Bupati ini mulai  berlaku  pada tanggal diundangkan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

  
  

Ditetapkan di Sukoharjo  

               pada tanggal 31 Desember 2019  

  
    BUPATI SUKOHARJO,  

  

        ttd 
  

 WARDOYO WIJAYA 

  

  

 

 Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd 

 

AGUS SANTOSA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2019 NOMOR 88 

 

 

 


